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BUPATI WAKATOBI 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

 

 PERATURAN BUPATI WAKATOBI 
NOMOR 27 TAHUN 2016 

 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI WAKATOBI, 
 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;  

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,                               
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara                               
Republik Indonesia Nomor 3851); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan 
Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4339); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor  5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang  Nomor 28  Tahun    2009  tentang    Pajak   Daerah    dan   Retribusi    Daerah   (Lembaran      
Negara    Republik     Indonesia     Tahun     2009    Nomor    130, Tambahan   Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
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12. Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor  4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan   
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2016  Nomor 1); 

19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2015 Nomor 12); 

20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 4); 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DAERAH  
TAHUN  ANGGARAN  2016. 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 779.783.536.460,- Berkurang sejumlah  

Rp.  32.786.525.207,-  sehingga menjadi Rp.   746.997.011.253,- dengan rincian sebagai berikut : 

 
1. Pendapatan 

 
a. Semula                 Rp.  779.783.536.460,- 
b. Bertambah/(berkurang)                       Rp.   (32.786.525.207,- )  

           Jumlah Belanja setelah Perubahan     Rp.   746.997.011.253,- 

2. Belanja 
a. Semula                 Rp.  829.380.834.624,- 
b. Bertambah/(berkurang)                       Rp.   (32.286.800.900,-) 

           Jumlah Belanja setelah Perubahan   Rp.   797.094.033.724,- 

           Surplus/(Defisit) setelah Perubahan   (Rp.    50.097.022.471,-) 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

1) Semula       Rp.     60.060.614.674,- 

2) Bertambah/(berkurang)                         Rp.         (350.462.006,-) 

       Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.    59.710.152.668,- 
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b. Pengeluaran 

1) Semula                  Rp.        10.463.316.510,- 

2) Bertambah/(berkurang)                    Rp.            (850.186.313,-) 

                Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.    9.613.130.197,- 

                Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan  Rp.     50.097.022.471,- 

                Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan     Rp.                           0,- 

 

Pasal 2 

 

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dirinci lebih lanjut sebagaimana tercamtum dalam 
Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 4 

(1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah secara rinci tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial secara rinci tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Wakatobi. 

          Ditetapkan  di  Wangi-Wangi 

          pada tanggal     3-10-2016 
 

BUPATI WAKATOBI, 

 
        TTD/CAP 

 
       H. ARHAWI 

Diundangkan di Wangi-Wangi 

pada tanggal       3-10-2016  
2014 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, 
 
                      TTD/CAP 

 
                    JUHAIDDIN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016 NOMOR 27 
 
 

 10 


